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PENETAPAN
Nomor 1729/Pdt.G/2022/PA.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Kejawan
RT.17 RW. 04 Kecamatan Grujugan Kabupaten
Bondowoso, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di dahulu di RT.17
RW. 04 Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten
Bondowoso. Namun sekarang tidak diketahui tempat
kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal
16 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bondowoso dengan Nomor 1729/Pdt.G/2022/PA.Bdw, tanggal 16 November
2022, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah. Menikah pada
tanggal 23 Agustus 2000 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah
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Nomor : 238/38/VIII/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo sebagaimana tersebut dalam
Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 10 Nopember 2022;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai
suami istri di rumah orang tua Pemohon dan telah berhubungan layaknya
suami istri (Ba'’da Dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. ANAK 1, laki-laki, umur 19 tahun
b. ANAK 2, perempuan, umur 14 tahun saat ini kedua anak tersebut dalam
asuhan Pemohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan
bahagia, namun sejak bulan April 2022 rumah tangga Pemohon dan
Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir disebabkan karena dahulu
Termohon diketahui memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain yang
tidak di ketahui identitasnya , hal ini Pemohon ketahui dari Hand Phone milik
Termohon yang berisi pesan mesra dengan laki-laki, Tersebut, selain itu
Termohon juga mengakui akan hal tersebut, setalah berjalannya waktu
Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak lagi memberikan kabar
kepada Pemohon bahkan tidak di ketahui keberadaanya hingga sampai
sekarang. ;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon
dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan, sejak
bulan Mei 2022 hingga sampai sekarang dimana Pemohon tinggal di rumah
orang tua Pemohon sedang Termohon tidak diketahui tempat kediamannya
yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa rumah tangga yang demikian menurut Pemohon sulit untuk
dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan sulit
tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud
menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama

Bondowoso;
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7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Bondowoso untuk memanggil pihak-pihak,
memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan amar yang berbunyi
sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'l

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :
Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang hari Rabu tanggal 07
Desember 2022 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan Pemohon, Majelis
Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan
karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Pemohon,
maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara
Nomor 1729/Pdt.G/2022/PA.Bdw telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

ketentuan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor
1729/Pdt.G/2022/PA.Bdw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Haitami, S.H., M.H.
sebagai Ketua Majelis, dan Subhi Pantoni, S.H.l. serta Nengah Ahmad
Nurkhalish, S.E.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri
Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan
tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Haitami, S.H., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Subhi Pantoni, S.H.I. Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Anita Budi Utama, S.H.
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Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran . Rp 30.000,00,-
Biaya Proses . Rp 75.000,00,-
Biaya Pemanggilan : Rp 445.000,00,-
Biaya PNBP : Rp 30.000,00,-
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,-
Biaya Materai : Rp 10.000,00,-
Jumlah : Rp 600.000,00,-
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